
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  12  TAHUN  2010 
 

TENTANG 
 

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka 
perlu mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan 
organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam 
Peraturan Presiden; 

 
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4739); 

  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4925); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL 

PENGELOLA PERBATASAN. 
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BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 
1. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan 

pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas 
hukum internasional. 

2. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara 
yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah 
Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah 
Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di 
kecamatan. 

3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya 
disebut BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah 
Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 
Negara. 

4. Sekretariat Tetap adalah Sekretariat BNPP yang 
berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri. 

 
BAB  II 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 
 

Pasal  2 
BNPP dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

 
Pasal  3 

BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program 
pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan 
anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan 
evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah 
Negara dan Kawasan Perbatasan. 

 
Pasal  4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, BNPP menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana 

aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 
Perbatasan; 

b. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan 
pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas 
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; 

c. pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan 
pengamanan Batas Wilayah Negara; 

d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi 
penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, 
sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di 
Kawasan Perbatasan; 

e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana 
dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di 
Kawasan Perbatasan; 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


 
 
 
 

- 3 -

f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan 
Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai 
dengan skala prioritas; 

g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan 
pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 
Perbatasan. 

 
Pasal  5 

(1) Pelaksana teknis pembangunan Batas Wilayah Negara 
dan Kawasan Perbatasan dilakukan Kementerian, 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah 
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya berdasarkan rencana induk dan 
rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan 
Kawasan Perbatasan yang ditetapkan oleh BNPP. 

(2) Rencana Induk dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang 
di Kawasan Perbatasan. 

 
BAB  III 

ORGANISASI 
 

Bagian  Pertama 
Keanggotaan 

 
Pasal  6 

Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas: 
a. Ketua Pengarah :  Menteri Koordinator Bidang 

Politik, Hukum dan 
Keamanan; 

b. Wakil Ketua Pengarah I :  Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian; 

c. Wakil Ketua Pengarah II : Menteri Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat; 

d. Kepala BNPP : Menteri Dalam Negeri 
e. Anggota :  

1. Menteri Luar Negeri; 
2. Menteri Pertahanan; 
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
4. Menteri Keuangan; 
5. Menteri Pekerjaan Umum; 
6. Menteri Perhubungan; 
7. Menteri Kehutanan; 
8. Menteri Kelautan dan Perikanan; 
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 
10. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; 
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
13. Kepala Badan Intelijen Negara; 
14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 
15. Gubernur Provinsi terkait. 

 
Pasal  7 

(1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan selaku Ketua Pengarah dibantu Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil Ketua 
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Pengarah I, dan Menteri Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat selaku Wakil Ketua Pengarah II 
memberikan pengarahan pelaksanaan tugas BNPP 
secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan 
faktual pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 
Perbatasan. 

(2) Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP memimpin 
dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP.  

 
Pasal  8 

Kepala BNPP dalam  melaksanakan tugasnya dapat 
mengundang dan mengikutsertakan Menteri, pimpinan 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan pejabat lainnya 
dari Lembaga Pemerintah, pemerintah daerah dan Non 
Pemerintah sesuai dengan kebutuhan. 

 
Bagian  Kedua 

Sekretariat  Tetap 
 

Pasal  9 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPP dibantu 

oleh Sekretariat Tetap BNPP. 
(2) Sekretariat Tetap BNPP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sehari-hari 
membantu Kepala BNPP serta memberikan dukungan 
teknis, koordinatif dan administratif kepada BNPP. 

 
Pasal  10 

(1) Sekretariat Tetap BNPP terdiri dari: 
a. Sekretaris BNPP; 
b. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; 
c. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan 

Perbatasan; dan 
d. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan 

Perbatasan.  
(2) Sekretaris BNPP dan Deputi berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala BNPP. 
 

Pasal  11 
(1) Sekretaris BNPP mempunyai tugas: 

a) memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, 
rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta 
pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 
Perbatasan; 

b) melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan 
rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan 
pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 
Perbatasan; 

c) melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan 
pembangunan lintas sektor, pengendalian dan 
pengawasan serta evaluasi dan pelaporan 
pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 
Perbatasan; 

d) melaksanakan pelayanan administrasi umum, 
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan 
ketatausahaan.  

(2) Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara 
mempunyai tugas: 
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